PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR & TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
menjamin keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, maka pencairan
bantuan sosial kepada obyek akan dilaksanakan melalui rekening bank;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
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Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738); .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Salatiga (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun
2008 Nomor 45);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41);

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor
60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga
Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010
Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALIKOTA SALATIGA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
ANGGARAN 2010.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41

Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran

2010 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Bab XI Sub Bab E angka 3 ditambahkan 4
(empat) huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berbunyi sebagai
berikut :

d. Jenis Bantuan yang disalurkan melalui Rekening Bank adalah :
- Bantuan Umat Beragama
- Bantuan Kemasyarakatan
- Bantuan Ormas dan Profesi
e. Pencairan bantuan yang disalurkan melalui Rekening Bank adalah
Rp. 2.500.000,- ke atas
f. Mekanisme Pencairan :
- Pencairan Bantuan melalui Rekening Bank :
Penerima bantuan diundang untuk menandatangani Berita Acara
Serah Terima berupa :
- Berita Acara Serah Terima Rangkap 1
- Surat Pernyataan Kesanggupan membuat LPJ rangkap 2
- Pada saat penandatanganan Berita Acara tersebut dilampiri
fotokopi buku rekening bank rangkap 2
- Pencairan Bantuan secara tunai yaitu di bawah Rp. 2.500.000,-
Penerima bantuan diundang untuk menandatangani berita acara
serah terima berupa :
- Berita acara serah terima rangkap 1
- Surat pernyataan kesanggupan membuat LPJ rangkap 2
g. Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan adalah Bank Jateng
cabang Salatiga dan Bank Salatiga.

2. Ketentuan Bab XI Sub Bab H angka 3 poin 8) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

8) Setiap pengajuan hibah dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Salatiga.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal %|- 2~ 40(0

(\WALKOTA s T|GA,/11

{JOHN MANUEL MANOPPO {

Diundangkan di Salatiga
padatanggal 7'\- 2, - 20/

SEKRETARIS DAERA

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2“'“ NOMOR Y



